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ABSTRACT

This Paper aims to address the challenge and controversy faced by Halal Act and

deliver the transition process prior to Halal Act regime and after the enactment of

Halal Act. This paper also looks at the readiness and efectivityas well as the

determination method carried out under Halal Act when the time is come that this

Halal Act will be fully implemented on 17 October 2019.

This paper was carried out using qualitative analysis and using literature review

as data collection. The theory in use is effectivity of legal system by Lawrence M.

Friedman whih oversee the effectivity from three criteria which are structure,

substance, and legal culture.

The results of this paper show that Halal Act has numerous problems before it is

fully implemented in October 2019. First, the structure of this Law is not ready to

undergo the halal process system. Second, the substance of Halal Act is onerous

and some way burden some as well as incomplete since there are many

supporting regulation that are not legitimated yet. Furthermore, the results also

show how Halal Act determines the halalness of a product. It still uses the same

method prior to the enactment of Halal Act which is relying on MUI Fatwa

Assembly.

Key words: Halal Act, Halal Certification, MUI, BPJPH
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ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengatasi problematika dan kontroversi yang dihadapi

oleh UU Jaminan Produk Halal dan memberikan proses transisi sebelum rezim

UU Jaminan Produk Halal dan setelah berlakunya UU Jaminan Produk Halal.

Tesis ini juga melihat kesiapan dan efektivitas serta metode penentuan kehalalan

suatu produk yang dilakukan berdasarkan UU Jaminan Produk Halal ketika

saatnya tiba bahwa UU Jaminan Produk Halal ini akan sepenuhnya dilaksanakan

pada 17 oktober 2019.

Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif induktif dan

menggunakan tinjauan pustaka sebagai pengumpulan data. Teori yang digunakan

adalah teori halal haram menurut beberapa ulama fiqih dan teori efektivitas sistem

hukum Lawrence M. Friedman yang mengawasi efektivitas dari tiga kriteria yaitu

struktur, substansi, dan budaya hukum.

Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa UU Halal memiliki banyak masalah

sebelum diterapkan sepenuhnya pada oktober 2019. Pertama, struktur UU ini

belum siap dengan masih kurangnya aturan penunjang untuk menjalani sistem

proses halal. Kedua, substansi UU Jaminan Produk Halal itu memberatkan dan

agak membebani dan tidak lengkap karena ada banyak peraturan pendukung yang

belum disahkan. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bagaimana Halal Act

belum tersistem dengan baik untuk menentukan kehalalan suatu produk. Pada

kenyataannya sampai saat ini ketika UU Jaminan Produk Halal sudah memasuki

lima tahun masih menggunakan metode yang sama sebelum diberlakukannya UU

Halal yang mengandalkan Majelis Fatwa MUI.

Kata kunci: UU Halal, Sertifikasi Halal, MUI, BPJPH
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama kedua terbesar di dunia dan memiliki pertumbuhan 

tercepat jika dibandingkan dengan agama-agama lainnya.
1
 Populasi Muslim 

global saat ini telah mencapai 1.8 miliar.
2
 Potensi ini tentunya menjanjikan 

keuntungan dari segi ekonomi, sebagaimana hukum penawaran dan permintaan 

berlaku, tuntutan akan kebutuhan untuk menjalankan kredo bagi umat Muslim 

juga bertambah, termasuk mengkonsumsi makanan halal adalah salah satu ibadah 

bagi Muslim. Menurut Statista,
3
 makanan halal adalah sektor industri halal global 

terbesar kedua dengan pangsa pasar global 36% setelah pembiayaan syari‟ah. 

Pasar makanan halal global mencapai nilai US $ 1,4 Triliun pada tahun 2017 dan 

diproyeksikan akan terus meningkat dan akan mencapai US $ 2,6 Triliun pada 

tahun 2023.
4
 

Sementara itu, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim 

terbesar, warganya telah menghabiskan US $ 170 Miliar untuk makanan halal. 

                                                 
1
Nakyinsige, K., Che Man, Y. B., Sazili, A. Q., Zulkifli, I., and Fatimah, A. B. (2012). 

Halal meat: A niche product in the food market. Singapore : 2nd International Conference on 

Economics, Trade and Development IPEDR, 36, 167–173. Diambil dari Mian N. Riaz & 

Muhammad M. Chaudry, 2019, Handbook of Halal Food Production. Boca Raton, CRC Press. 

hal.1. 
2
Ibid., hlm. 8 

3
Statista, “Global Halal Market – Statistic & Facts,” https://www.statista.com/topics/ 

4428/global-halal-market/, Diakses 27 Mei 2019. 
4
PRNewswire, “Global Halal Food Market 2018-2023: Market Value is Projected to 

Reach US$ 2.6 Trillion”, https://www.prnewswire.com/news-releases/global-halal-food-market-

2018-2023-market-value-is-projected-to-reach-us-2-6-trillion-300684262.html. Accessed 27 

February 2017. 

https://www.statista.com/topics/%204428/global-halal-market/
https://www.statista.com/topics/%204428/global-halal-market/
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Indonesia menyumbang 13% untuk populasi Muslim global. Masyarakat Muslim 

Indonesia melihat bahwa makanan halal harus diatur dengan baik. Dapat dilihat 

pada Tabel 1
5
 menunjukkan bahwa perkembangan permintaan sertifikat halal dari 

tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2017, 

LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 8.157 unit dengan total 

127.286 jenis produk. Sedangkan pada tahun 2018, LPPOM MUI menerbitkan 

sertifikat halal sebanyak 17.398 dari 204.222 jenis produk. Antara tahun 2017-

2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal sebesar 114%. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di 

Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri untuk 

mendorong daya serap produk mereka di pasar. 

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup 

dengan prinsip ini, perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan 

halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus 

makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat 

Indonesia. Salah satunya adalah kasus Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia, Tbk 

yang sebelumnya telah mendapat sertifikasi halal pada 30 September 1998, 

ditemukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam laporan hasil audit perpanjangan sertifikat 

halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto.
6
 MUI 

menyebutkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia menggunakan enzim bactosoytone 

                                                 
5
Data sertifikasi halal LPPOM MUI  Periode 2011-2018. http://www.halalmui. 

org/mui14/index.php/main/detil_page/59/25045. Diakses pada tanggal 26 Mei 2019. 
6
Ma‟ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat 

MUI, 2010), Hlm. 62. Diambil dari Zulham, 2018, (Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen 

Muslim terhadap Produk Halal), Jakarta, Kencana. hlm..17 
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dalam proses pembuatan bumbu masak.
7
 Alhasil terjadilah kegemparan pada 

masyarakat Indonesia terutama Muslim. 

Tabel I.1 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018

 

 

Kasus lain yang juga meresahkan masyarakat Indonesia adalah kasus yang 

terjadi pasar-pasar tradisional Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta dengan 

beredarnya daging babi hutan atau celeng (Sus Scrofa Linnaeus).
8
 Selain itu kasus 

vaksin meningitis kepada jama‟ah haji juga menggemparkan masyarakat 

Indonesia pada tahun 2009. Kasus ini diungkap oleh LPPOM MUI Sumatra 

Selatan pada April 2009 yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPPOM MUI 

Pusat.Vaksin meningitis dianggap pada proses pembuatannya bersentuhan dengan 

enzim babi.
9
 

                                                 
7
Ibid., hlm. 2. Komisi fatwa memutuskan bahwa Bactosoytone tidak dapat digunakan 

sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG, karena PT Ajinomoto 

menggunakan enzim porcine yang diambil dari pancreas babi, (KOMPAS, Oktober 1998) 
8
Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di 

Indonesia. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),  hlm. 282. 
9
Ibid., hlm. 213. 
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Paparan berbagai kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan makanan 

halal adalah perihal krusial bagi masyarakat Indonesia. Perlu dipahami bahwa 

permasalahan halal-haram suatu makanan bukan hanya masalah umat Muslim 

saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya.
10

 

Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa 

tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah 

untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah baik secara horizontal maupun 

hubungan dengan sesama manusia. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa 

munajat seseorang dapat diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya tidak 

suci dan baik.
11

 

Halal adalah kata dari Bahasa Arab yang secara umum pengertiannya ialah 

perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syar‟iat 

Islam.
12

 Dalam Islam istilah halal biasa digunakan terhadap suatu tindakan, 

percakapan, perbuatan dan tingkah laku yang boleh dilakukan dalam Islam.
13

 

Menurut Abdul Wahab Khalaf halal atau mubah adalah jalan syariah yang dapat 

dipilih oleh seorang mukallaf untuk melakukan sebuah perbuatan atau 

meninggalkannya.
14

 

Dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah 

makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan 

                                                 
10

KH. Ma‟ruf Amin, “Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat”, Jurnal Halal, No. 101. Th. 

XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hlm. 29. 
11

KH Ma‟ruf Amin, “Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa”, Jurnal 

Halal. No. 102. Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hlm. 26. 
12

Ibid., hlm. 138. 
13

Ibid., hlm. 121 
14

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqḥ , (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2008 M), 

hlm. 88. 
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oleh orang-orang Islam.
15

 Pada prinsipnya, Yusuf Al Qardawi, menuturkan bahwa 

prinsip pertama tentang kebolehan (kehalalan) adalah tiada yang haram kecuali 

yang diatur dengan nash yang jelas.
16

Semua hal yang Allah telah ciptakan dan 

kebaikan yang diturunkan dari ciptaannya itu secara esensi adalah baik bagi 

manusia, sehingga menjadi diperbolehkan.
17

 Dalam salah satu kaidah fiqih turut 

pula dijelaskan: hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya.
18

 

Dalam konteks makanan daging, agar daging dianggap halal, hewan harus 

disembelih dengan cara yang mematuhi prosedur ketat tertentu yang telah diatur 

oleh Islam, atau apabila tidak akan dianggap “haram” atau melanggar hukum, 

karena proses penyembelihan yang tidak berdasar pada syari‟at Islam maka 

dagingnya dihukumi bangkai. Adamec menyatakan bahwa istilah halal mengacu 

pada objek atau tindakan apa pun yang diizinkan untuk dikonsumsi, digunakan, 

atau digunakan sesuai dengan Syari‟at Islam.
19

 

Dalam Al-Qur‟an, Allah telah memerintahkan manusia untuk 

menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana ayat yang 

berbunyi: 

ۚ

                                                 
15

Ibid., hlm. 98. 
16

Yusuf Al Qardawi, The Lawful and The Prohibited in Islam. (Cairo, Egypt: Al-Falah 

Foundation for Translation, Publication & Distribution, 2001), hlm. 6. 
17

Ibid., hlm. 121. 
18

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Sa‟diyah Putra, 1927), 

hlm. 47.  
19

Adamec, Ludwig W. Historical Dictionary of Islam, (Maryland: Scarecrow Press., 

2019), hlm. 123 
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Artinya: “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” 

(Q.S. Al-Maidah [5]:88). 

 

Ayat lain juga menegaskan yang berbunyi:  

ۚ
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-

Baqarah [2]:168).  

 

Selain dua ayat di atas masih banyak ayat-ayat Al-Qur‟an lainnya yang 

menjadi landasan hukum tentang pengaturan halal.
20

 

Menurut Laporan Global Islamic Finance Report 2013, ada empat fase 

evolusi halal.
21

 Fase halal yang pertama adalah jaminan kehalalan suatu produk 

didasari atas kepercayaan semata. Fase kedua jaminan kehalalan didasarkan pada 

sertifikasi halal yang ditempelkan pada produk tersebut. Indonesia telah melalui 

kedua fase tersebut. Pada tahun 1989 dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang 

bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan 

kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum mengenai kehahalan 

                                                 
20

Lihat QS. Al-Baqarah: 29, 168, 172, dan 188, QS. Al-Maidah: 5 dan 188, QS Al-

An‟am: 145, QS. Al-Nahl: 114, QS. Al-A‟raf: 157, QS. „Abasa: 24-32, QS. At-Taubah: 109, dan 

QS. Al-Mu‟minun: 51. 
21

Lihat Global Islamic Finance Report. http://www.gifr.net/gifr_2013.htm. Diambil dari 

Michelle Limente et al, 2017, Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake 

of Halal Policy Objective, World Trade Review, hlm. 2-3. 

http://www.gifr.net/gifr_2013.htm
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produk pangan.
22

 Saat itu LPPOM MUI lah yang menjadi Lembaga sertifikasi 

produk-produk yang ada di Indonesia yang pendaftarannya bersifat sukarela. 

Pada fase ketiga, kepercayaan diperoleh dengan memberikan jaminan 

bahwa seluruh rantai pasokan produk halal telah sesuai dengan syari‟at Islam 

yang diaudit dan disertifikasi oleh otoritas sertifikasi yang berwenang. Fase 

keempat adalah terkait dengan rantai nilai (value chain) halal di mana perusahaan 

makanan multinasional Islam dapat mengendalikan seluruh rantai pasokan dari 

pertanian ke meja makan.
23

 

Jika dilihat dari situasi pengaturan halal, Indonesia saat ini sedang 

berusaha untuk memasuki fase ketiga berdasarkan tahapan evolusi halal yang 

telah dipaparkan di atas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi indikator untuk mengatakan 

bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase ketiga. UU JPH mengatur tentang 

jaminan produk halal kepada konsumen dengan memastikan bahwa seluruh proses 

produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya.
24

 

Sebagaimana paparan di atas bahwa masyarakat Indonesia melihat 

sertifikasi halal adalah hal yang sangat penting. Keresahan masyarakat ketika 

terjadi kasus-kasus tersebut di atas juga merupakan indikator krusialnya jaminan 

produk halal bagi masyarakat Indonesia. UU JPH mewajibkan semua produk yang 

                                                 
22

Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Pedoman Produk 

Halal, (Jakarta: Proyek Pembinaan Oandan Halal, 2003), hlm. 26. Lihat Sofyan Hasan, Ibid,  hlm. 

5. 
23

Menurut laporan tersebut, sebagian besar negara berada dalam fase satu atau dua. 

Hanya Brunei Darusalam dan Malaysia yang telah memasukin fase ketiga, Ibid, hlm. 7-9. 
24

Proses Produk Halal (PPH) menurut Pasal 1 ayat (3) UU JPH adalah rangkaian kegiatan 

untuk menjamin kehahalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. 
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beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal yang terkait dengan 

makanan, minuman, serta barang konsumen yang dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan.
25

 Jadi pada tahapan ini sertifikasi halal bersifat wajib, bergeser dari 

bersifat sukarela seperti ketika LPPOM MUI masih menjadi lembaga sertifikasi.  

Saat ini UU JPH sudah memasuki tahun ke 5 semenjak diundangkan pada 

tahun 2014 lalu, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa UU JPH akan 

berlaku secara penuh pada tahun ini. Namun sejumlah pekerjaan rumah masih 

membebani terkait dengan kesiapan implementasi dari UU JPH. 

Sebelum UU JPH berlaku mulai tahun 2019 pengurusan sertifikasi halal 

masih menjadi ranah LP-POM MUI dan setelah UU JPH berlaku pada tahun 2019 

maka semua pengurusan sertifikasi halal akan beralih ke Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. 

BPJPH merupakan badan yang dibentuk dari mandat UU JPH untuk 

menyelenggarakan jaminan produk halal. 
26

BPJPH nantinya direncanakan akan 

mengambil peran yang dulunya dijalankan oleh LPPOM MUI. 

Problematika UU JPH tidak hanya berhenti sampai di situ. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dianggap 

menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia bagi mereka yang terlibat dalam 

penjualan produk-produk terkait. Siapa pun yang terlibat, baik pedagang domestik 

                                                 
25

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
26

Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

mengatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH maka dibentuk BPJPH yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri 

Agama.  
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atau asing harus mematuhi persyaratan yang memberatkan dan mahal yang tidak 

perlu untuk sertifikasi dan pelabelan produk Halal.
27

 

Argumen ini tidak datang tanpa alasan. Pada tahun 2014, sebuah catatan 

yang dikeluarkan oleh delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, 

dan ASEAN menyatakan keprihatinan tersebut. Disebutkan bahwa sejumlah 

ketentuan dalam UU JPH menunjukkan sifat hukum yang jauh dari jangkauan dan 

kejam dan berpotensi menjadi beban tinggi yang akan ditimbulkannya pada 

bisnis.
28

 

Selain itu, permasalahan UU JPH tidak hanya terletak pada ketidaksiapan 

infrastruktur dan aturan hukum terkait penyelenggaraan sertifikasi halal. Sejumlah 

protes baik dari masyarakat lokal maupun internasional beredar seputar sifat dan 

karakter UU JPH yang dirasa memberatkan dan menghambat pertumbuhan bisnis. 

Atas pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

fenomena untuk dijadikan penelitian thesis dengan judul “Problematika 

Penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal di Indonesia” yang akan dipecahkan permasalahannya dalam bab-bab 

berikutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana problematika penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah 

berlaku UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 

                                                 
27

Statista, “Global Halal  Market-Stastic & Facts”, 

https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/, Diakses 27 Mei 2019. 
28

See the notes by European Union Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and 

ASEAN, Indonesia: Law on Halal Product Guarantee, Ref. Ares (2014)3356597, 

http://polishcosmetics.pl/2014-Indonesia-Law.pdf accessed 6th March, 2019. 

https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/
http://polishcosmetics.pl/2014-Indonesia-Law.pdf
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2. Bagaimana mekanisme penentuan halal haram dari UU Jaminan Produk 

Halal dalam perspektif hukum Islam menurut teori efektifitas hukum 

Lawrence M. Friedman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui problematika dari penerapan sertifikasi halal di 

Indonesia setelah berlaku UU JPH. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan tentang halal dalam UU JPH 

dengan ketentuan dalam Islam. 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, 

peneliti telah banyak menemukan pembahasan mengenai sertifikasi halal di 

Indonesia dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, dan skripsi. Meskipun bukan hal 

baru, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan 

dengan penelitian yang sedang peneliti kaji baik dari sisi pendekatan penelitian 

maupun objek kajian. Berikut beberapa di antara penelitian terdahulu tentang 

permasalahan sertifikasi halal: 

1. Disertasi Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim 

terhadap Produk Halal, (Unveritas Indonesia, 2018) Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa (1) konsep halal dalam hukum islam dapat berubah 

menjadi wajib, jika diformulasikan dengan kalimat perintah baik secara 

Bahasa maupun makna. (2) Terhadap massive and credential product, 
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karena konsumen Muslim tidak dapat menguji dan memvalidasi kehahalan 

produk, maka butuh peran negara untuk mengatur dan membentuk 

Lembaga sertifikasi dan labelisasi produk halal. (3) Hasil perbandingan 

dengan negara lain adalah yang pertama, Lembaga sertifikasi dan 

labelisasi halal/kosher bersifat voluntary, level intervensi negara hanya 

sebatas regulasi informasi, kedua, Lembaga sertifikasi halal/kosher adalah 

lembaga public, ketiga, Lembaga yang bersangkutan menerbitkan 

pedoman dan standar proses sertifikasi dan labelisasi, keempat, 

pengawasan sertifikasi dan labelisasi dilakukan oleh Lembaga pengawas 

bukan oleh Lembaga penyelenggara sertifikasi dan labelisasi halal/kosher, 

kelima, penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi halal/kosher sanksi 

administratif dan sanksi pidana, merupakan control on misleading 

information. (4) analisis terhadap beberapa putusan yang berkaitan dengan 

label halal, terdapat kesalahan interpretasi terhadap norma rumusan Pasal 

8 ayat (1) huruf h UUPK, yang mengatur tentang pencantuman label halal. 

Juga terdapt kekeliuran Majelis Hakim dalam putusannya untuk 

membedakan antara informasi dengan standar.
29

 

2. Disertasi KN. Sofyan Hasan (2014), Universitas Sriwijaya, berjudul: Studi 

Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses sertifikasi halal suatu produk 

sudah dilaksanakan oleh LPPOM MUI. Namun, saat itu belum ada payung 

hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. 

                                                 
29

Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal, 

(Jakarta: Kencana,  2018), hlm. 117 
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan utama yuridis-normatif yang kemudian diolah secara analisis 

kualitatif. Temuan hasil penelitian mengatakan bahwa sudah ada regulasi 

yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan tetapi selain masih 

bersifat sectoral dan parsial juga masih belum memberikan jaminan 

kepastian hukum kehalalan suatu produk. Karena sertifikasi masih bersifat 

sukarela, belum merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha.
30

 

3. Michelle Limenta, Bayan M. Edis and Oscar Fernando on their paper titled 

Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of 

Halal Policy Objectives. Penelitian ini berfokus pada elemen UU JPH 

yang tidak perlu dan memberatkan serta kemungkinan dibawanya 

Indonesia sebagai member WTO untuk berhadapan dan menjelaskan 

legitimasi dari UU JPH terkati dengan mengenai Perjanjian TBT 

(Hambatan Teknis Perdagangan). Selain itu, moral publik digunakan 

sebagai tujuan sah oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan UU 

Halal.
31

 

4. Syamsudin (2018) Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul: 

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) prosedur sertifikasi halal sebelum 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

                                                 
30

K.N. Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan   

Implementasi di Indonesia, (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 89. 
31

Michelle Limente et al, 2017, Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in 

the Wake of Halal Policy Objective, World Trade Review. 
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berada pada satu pintu dan hanya dilakukan oleh pelaku usaha atau 

produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan pasaca UU JPH, prosedur 

sertifikasi halal berada pada beberapa pintu, yakni pelaku usaha atau 

produsen, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. (2) 

kewenangan MUI sebelum disahkannya UU JPH adalah bahwa MUI 

sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaran 

sertifikasi halal. Sedangkan pasca UU JPH kewenangan MUI hanya ada 

tiga, yaitu mengeluarkan fatwa kehalalan produk, melakukan sertifikasi 

terhadap LPH, dan menyetujui auditor-auditor yang bergerak dalam 

industri halal. (3) tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan 

sertifikasi halal menurut UU JPH dengan teori tujuan negara dan teori 

kewajiban negara sudah sesuai, karena sertifikasi halal adalah salah satu 

sector public yang mana sector publik yang mana sector public adalah hal 

yang harus dikelola dan difasilitasi oleh otoritas negara bukan oleh otoritas 

sosial.
32

 

 

E. Teori/Doktrin 

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman 

Dalam penelitian ini teori sistem hukum Lawrence M Friedman 

digunakan untuk melihat problematika dari implementasi UU JPH. Dalam 

teorinya Lawrence M Friedman mengatakan bahwa dalam sistem hukum 

ada 3 elemen yang perlu diperhatikan yaitu struktur, substansi, dan budaya 

                                                 
32

Lihat Syamsudin, Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau Dari Siyasah Dusturiya, (Thesis: UIN Sunan 

Gunung Djati., 2018), hlm. 56 
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hukum.
33

 Berikut akan dibahas pentingnya menggunakan pendekatan 3 

elemen sistem hukum dari Lawrence M Friedman ini untuk melihat 

problematika sistem hukum dari pelaksanan jaminan produk halal: 

a. Struktur 

Struktur hukum dalam hal ini adalah perangkat hukum yang berisi 

jumlah dan ukuran pengadilan di suatu negara. Struktur juga dapat 

diartikan sebagai bagaimana legislator diorganisasikan.
34

 Selain aparat 

hukum,struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan 

infrastruktur penunjang aparat hukum bekerja. 

b. Substansi 

Aspek lain dari hukum adalah substansi hukum yang ada. Hal ini 

dimaksutkan sebagai actual rules, norma-norma hukum. Substansi 

juga bisa diartikan sebagai hukum yang hidup di masyarakat tidak 

hanya hukum yang ada dalam perundang-undangan.
35

 

c. Budaya hukum 

Dikarenakan pembahasan pada substansi hukum menyentuh pada 

hukum yang hidup di masyarakat hukum yang dalam buku, maka 

pernyataan tadi membawa kita kepada elemen ketiga yaitu budaya 

hukum. Lawrence M Friedman menerangkan bahwa budaya hukum 

adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. 
36

 

                                                 
33

Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, 2017. American Law: an Introduction. 3
rd

 

Edition. (New York. Oxford University Press. 2017),  hlm. 5-7. 
34

Ibid. 
35

Ibid. 
36

Ibid. 
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Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman nantinya akan 

digunakan untuk melihat bagaimana problematika UU JPH. Dalam artian 

bagaimana nantinya kesiapan dari UU JPH ketika berlaku pada Oktober 

2019 nanti dilihat dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya 

hukum sebagai elemen dari sistem hukum penerapan jaminan produk halal 

di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode secara bahasa diartikan sebagai jalan atau cara melakukan 

sesuatu. Sedangkan secara istilah, metode merupakan titik awal menuju 

proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.
37

 

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, 

terarah dan memiliki tujuan. Maka dari itu, data atau informasi yang 

dikumpulkan dalam penelitian hendaknya relevan terhadap persoalan yang 

dihadapi. Artinya, berkaitan, mengena, dan tepat.
38

 Jadi, metode penelitian 

adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan 

penelitian.  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kualitiatif induktif. Dalam artian, fenomena yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah kesiapan dari UU JPH dan problematika yang 

mengikuti penerapannya. Maka dari itu studi teori halal haram dari 

                                                 
37

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 

2008), hlm. 13. 
38

Ibid, hlm. 15. 
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literatur dan buku-buku hukum serta perundang-undangan diperlukan 

untuk bisa membahas fenomena yang ada. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum primer: Studi kepustakaan yang telah ditelaah dari 

Kitab Suci Al-Qur‟an, buku-buku, literatur-literatur, Jurnal, perundang-

undangan dan berbagai media cetak lainnya. 

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan 

telaah kepustakaan dan dokumentasi, yaitu mempelajari Kitab Suci Al-

Qur‟an buku-buku, perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat 

kabar, dokumen, dan bahan hukum lainnya. 

4. Pendekatan yang digunakan 

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah kualitiatif 

dengan logika deduktif. Dalam artian, logika deduktif menggunakan UU 

JPH sebagai premis mayor dan fakta penerapan UU JPH sebagai premis 

minor. Kemudian menggunakan silogisme untuk mengambil kesimpulan 

dari premis-premis yang ada. 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum 

Analisa data yang digunakan adalah induktif kualitatif yaitu suatu 

metode analisis yang didasarkan kepada pendapat subjektif peneliti 

berdasarkan doktrin atau teori yang tersedia, kemudian menarik menjadi 

sebuah kesimpulan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Thesis ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pembahasan 

sebagai berikut: 

1. BAB I memuat latar belakang masalah tentang mengapa penelitian ini 

dilakukan, apa yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini menjadi 

menarik untuk diteliti, pertentangan antara das sein dan das solen seperti 

apa yang ada di masyarakat sehingga menjadi latar belakang penelitian ini 

dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang berisi pernyataan yang 

memuat pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang 

berisi tentang tujuan dari penelitian ini. Kemudian kegunaan dan manfaat 

penelitian. Setelah itu pemaparan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk 

membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada 

sebelumnya dan terakhir mengenai sistematika pembahasan dari penelitian 

ini. 

2. BAB II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang halal dalam hukum 

islam, kemudian juga dibahas tentang sertifikasi halal. 

3. BAB III menguraikan mengenai hasil analisis dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu terkait dengan problematika UU JPH dalam 

penerapannya, dan juga bagaimana dengan penentuan halal dan haram 

suatu produk menurut UU JPH dan hukum islam. 

4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di awal, dan

setelah diadakan penelitian serta pembahasan menggunakan teori yang ada maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan UU JPH secara penuh pada Oktober 2019 dapat dikatakan belum

siap. UU JPH masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan.

Lebih lanjut, berdasarkan teori efektivitas fungsi dari sistem hukum Lawrence

M. Friedman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UU JPH sebagai sistem

hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif, dikarenakan elemen-elemen

(struktur dan substansi hukum) dari sistem hukum jaminan produk halal masih

menjadi masalah.

2. Bahwa mekanisme penentuan kehalalan suatu produk dalam UU JPH ternyata

masih sama dengan sebelum UU JPH diudangkan, yaitu melalui Sidang Fatwa

Halal MUI. Sidang Fatwa Halal MUI menggunakan metodologi istinbath

dalam menentukan kehalalan suatu produk yang berdasarkan pada hierarki

sumber hukum Islam yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

B. Saran

Sebagai penutup dari thesis ini, penulis ingin mengemukakan saran-saran

sebagai berikut:
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1. Perlu adanya kerja keras dari pihak-pihak terkait untuk segera

mempersiapkan UU JPH yang akan berlaku pada 17 Oktober 2019 nanti.

Mengingat masih banyak ketentuan derivatif atau pelengkap yang belum

dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait.

2. Penulis, mendorong dilakukannya penelitian lain terkait halal di Indonesia.

Mengingat pembahasan tentang sertifikasi halal masih sedikit dilakukan di

Indonesia. Berangkat dari thesis ini pun, dapat diambil beberapa pembahasan

terkait dengan sertifikasi halal, seperti contoh, sertifikasi halal di mata WTO

(perdagangan dunia), sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen dan lain

sebagainya.
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